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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PRONA pada tahun 
2014 di Kabupaten Purworejo telah sesuai dengan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Responden telah memperoleh 
sertipikat Hak Milik secara bertahap mulai dari bulan Maret  (30 orang atau 
57%), April (17 orang atau 32,6%) dan Mei (5 orang atau 9,6%). Kendala 
dalam pelaksanaan PRONA pada tahun 2014 adalah terlambatnya 
pengumpulan berkas persyaratan-persyaratan karena ada lima orang ahli 
waris (9,6%) yang berada di luar kecamatan dan kabupaten. PRONA pada 
tahun 2014 telah terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari 52 
(lima puluh dua) responden yang mendaftarkan Tanah Hak Miliknya 
melalui PRONA yang telah mendapatkan sertipikat pada Tahun 2014 
sampai dengan penenlitian ini selesai tanpa ada gugatan dari pihak lain. 
2. PRONA tahun 2014 di Desa Tegalrejo (Kecamatan Banyuurip) dan di Desa 
Pogungjurutengah (Kecamatan Bayan) Kabupaten Purworejo telah 
mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan karena responden telah 
memperoleh sertipikat Hak Milik dan Kantor Pertanahan Kabupaten 
Purworejo telah mempunyai salinan data fisik dan data yuridis sertipikat, 
yang merupakan perwujudan dari Tertib Administrasi Pertanahan.    
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B. Saran-saran : 
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo di harapkan lebih sering 
melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke desa-desa di Kabupaten 
Purworejo tentang pentingnya sertipikat tanah agar pemilik tanah terutama 
golongan ekonomi lemah termotivasi untuk mendaftarkan Hak Milik atas 
tanahnya dan mengetahui bahwa sertipikat merupakan alat pembuktian yang 
kuat. 
2. Para peserta PRONA hendaknya lebih teliti lagi dalam memberikan dan 
menyerahkan data yang di perlukan untuk proses pensertipikatan tanah 
melalui PRONA, agar tidak terjadi keterlamabatan dalam penerbitan 
sertipikat. 
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